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Salinan

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Lbs
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara :

I . tempat dan tanggal lahir

Padang Sarai, 14 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan
Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Jorong Padang Sarai, Nagari
Aia Manggih, Kecematan Lubuk Sikaping, Kabupaten
Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, dalam hal ini
memilih domisili secara elektronik dengan alamat

email : NN  scbaga

Penggugat;
melawan

B -2t dan tanggal lahir Pekanbaru, 18 Februari

1963, agama Islam, pekerjaan Kariawan Pabrik,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jorong Padang Sarai, Nagari Aia Manggih,
Kecematan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman,
Provinsi Sumatra Barat, Aia Manggih, Lubuk Sikaping,
Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
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Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2023 telah
mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dengan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Lbs,
tanggal 05 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Juni 1995, Penggugat telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
I 2002 03 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh kantor
urusan agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi

sumatra Barat.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota

Pekanbaru Provinsi Riau, sampai berpisabh;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena; Penggugat belum bisa memberikan
keturunan di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2007.
Penyebabnya Penggugat minta pisah kepada Tergugat karena tidak bisa
memberi keturunan di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, sejak
saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
hingga kini telah 16 (enam belas) tahun lamanya;;

6. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi

dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak
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bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama

Tergugat;

7. Bahwa Tenggugat tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat
keterangan gaib dari Nagari Aia Manggih Barat nomor: 140/24/SKG//N-
AMB/111/2023 tanggal 15 Maret 2023;

8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga
Penggugat danTergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat
mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agamalubuk Sikaping;

9 Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu
yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Aia Manggih Barat nomor:
140/83/SKM/WN-AMB/I11/2023 tanggal 15 Maret 2023 an. Winnarti.

10.Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan
yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (I EGTCcNGGEE.
terhadap Penggugat (I

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
Subsider :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
mengirim orang lain sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 86/Pdt.G/2023/PA
Lbs melalui Pengumuman Radio SPASSY Swara Pasaman Saiyo, tertanggal
05-04-2023 dan 05-05-2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sabh;
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Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah dinasehati oleh Hakim
Tunggal untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan

Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai
dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa :

A.

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK | GCNG_G

yang atas nama Winarti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 14-07-2022, yang telah
bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya,
ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor | G yan9
dikeluarkan oleh Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pada
tanggal 3 Agustus 1995, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen,
serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi
tanda P.2 dan diparaf;
B.
Saksi :

1. N umur 43 tahun, agama Islam,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Padang Sarai,

Nagari Aia Manggih Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten
Pasaman, saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernamaTasrizal;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di
Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat
dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat jika penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bias
memberikan keturunan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah, sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang
kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat,
dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan
kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga,
akan tetapi tidak berhasil;
2. . . 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Padang Sari, Nagari Aia
Manggih Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, saksi
adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernamaTastrizal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di
Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat
dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat jika penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bias
memberikan keturunan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah, sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang
kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat,
dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan
kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya
yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg juncto Pasal
27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus
tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW, dalam Kitab
Ahkamul Qur’an karya Imam Al-Jashash Juz Ill, halaman 425 :

w

S 815 aliudll 3 8o w5 Ll o530 alivs il DI o oI Jsin; I8
559 Al 545

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim
Tunggal), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia

termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Juncto Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah
diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya

harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih
terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam,
yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena
perceraian berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang tidak
terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut
ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga
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Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih sebagai pihak yang

berkepentingan hukum (Legitima Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak
terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat berdomisili di
wilayah hukum yang termasuk dalam yurisidiksi Pengadilan Agama Lubuk
Sikaping, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini

menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan
Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah menasehati
Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun
tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi
maksud pasal 154 R.Bg, junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/lkuasanya yang
sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan
pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
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yang disebabkan karena; Penggugat belum bisa memberikan keturunan di
dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan puncak perselisihan dan
pertengkaran terjadi pada tahun 2007. Penyebabnya Penggugat minta pisah
kepada Tergugat karena tidak bisa memberi keturunan di dalam pernikahan
Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 16 (enam belas) tahun

lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri
persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran
Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan
perceraian, apabila gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana
dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai

dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, dan P.2, bukti
tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah
dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, Junctis
Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan
dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah bukti tertulis, berupa
Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dinilai Hakim
Tunggal sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig
bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht), yang isinya menerangkan
tentang identitas Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai Hakim Tunggal sebagai
akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan
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mengikat (bindende bewisjkracht), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat
dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, maka harus dinyatakan terbukti
menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat
dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat mempunyai

legal standing untuk mengajukan Cerai Gugat perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, dan P.2, Penggugat
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai
agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian
dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar
keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak
sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat,
keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi
tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat tidak
pernah melihat sendiri secara pasti berkaitan dengan pertengkaran dan alasan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya melihat perpisahan

Penggugat dan Tergugat sebagai akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang
menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran
antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah
rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan
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sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak

dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain sejalan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni
2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa
yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg) mempunyai
kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan

secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, dan
P.2, serta Saksi 1 (satu), dan Saksi 2 (dua) Penggugat, terbukti fakta hukum

sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang

menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dan selama

menikah, belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya, dan selama pisah

rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan

berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan

untuk damai/rukun karena Tergugat tidak diketahui

keberadaannya/tempat tinggalnya;

4. Bahwa, Hakim Tunggal juga sudah berupaya menasehati

Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
(f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan di
atas disimpulkan untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi,
yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami
isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan
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atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta
Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas telah
terpenuhi yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus
sebagaimana dalam gugatan serta fakta persidangan yang ditemukan,
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering
berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama
15 (lima belas) tahun, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga
sekarang, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk
mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang
diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum
ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang
bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian,
tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak

madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum
yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami isteri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali
dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam :

A. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:
9 cho Yo ai ad giiy plg szl 8Ll o lasai > Mall pllai pMuw)l Lzl 28
iyl i ey
o2l gzl 5ol Gle oS ol olise Jlraiwdl OV To) 1b 0o 890 arzs ]!
2o ol 132 9 x50l
allasJl
Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan
perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang
berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa

keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana
tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai

pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

B. Kitab Fighus Sunnah juz Il, halaman 248, berbunyi:
Lo s13Y1 OLS o . zs il Clic] ol azs il dim ol s los s e 1518
Sl

aisl asll Leallo Login TVl of mioladl s o Lelliol oy 6 pianll plos azo

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan
bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan
itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,
sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;.
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Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di
atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya

sendiri untuk pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama
Mahkamah Agung Repuplik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 1 tahun 2022 menyatakan
bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suamifistri berselisih dan bertengkar
terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)
bulan”, Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA
tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya
terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalam perkara a quo
telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat
tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun, maka dari itu Hakim berkesimpulan
perkara a quo memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan
Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara a quo beralasan hukum dan patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim Tunggal “Menjatuhkan talak
ba’in sughra Tergugat (GG tcrhadap Penggugat (GG
)

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (i EGTCTcNG
terhadap Penggugat ([

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD
SYAIFUDIN AMIN, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama tersebut,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh BUSTAMI, S.H., M.A. sebagai Panitera serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H.
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Panitera,

ttd

Bustami, S.H., M.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp100.000,00
4. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp245.000,00
( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah )
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